GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN GUEERNUR KEPULAUAN RIAU

NOMOR 597 TAHUN 2019

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 25 BATAM

Menimbang

Mengingat

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

bahwa untuk pemeratanan dan perluasan akses pendidikan di
Provinsi Kepulauan Riau khususnya di Kota Batam, maka perlu
mendirikan Sekolah Menengah Atas,

bahwa untuk memenuhi maksud scbagaimana disebutkan
dalam huruf a, maka perlu menetapkan Pendirian Sekolah
Menengah Atas Negeri 25 Batam;

hahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b perfu menetapkan Keputusan
Cubernur Kepulauan Eiau,

Undang-Undang  Neomor 25 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Provingi Kepulauan Hiau (Lembaran Megara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nemor 111, Tambahan
Lembaran Negara Repubhik Indonesia Nomor 4237);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistemn
Pendidikan MNasional {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Momor 78, Tambahan Lembaran Megara Republik
Indonesia Nomor 4301};

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemenntahan Daerah
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4438);

Undang-Undang Nemor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Momor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhur
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Momor 58, Tambahan Lembaran Negara
Eepublik Indonesia Momor 5679),



10,

11,

Peraturan Pemerintah Nemor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik  Indonesa
Tahun 2005 Momore 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesta Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013  tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemenntah Nomor 19 Tahun 2005
tentang Standar Nasional Pendidikan [Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomar T1, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410},

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan [Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Negara Republik  Indonesia Nomor 5105
sebagnimana telah diubah dengan Peraturan Pemerntah Momor
f6 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan  dan
Penvelenggaraan Pendidikan  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5157);

Keputusan Presiden Nomor 60/F Tahun 2016 tentang
Pengesahaan Pemberhentian Gubernur Kepulauan Hiau Masa
Jabatan Tahun 2016-2021 dan Pengesahan Pengangkatan
Gubernur Kepulauan Riau Sisa Masa .Jabatan Tahun 2016-
2021;

Keputusan Presiden Nomor 44/P Tahun 2018 tentang
Pengesahaan Pengangkatan Wakil Gubernur Kepulauan Riau
Sisa Masa Jabatan Tahun 2016-2021;

Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 36
Tahun 2014 tentang Pedoman Pendinan, Perubahan, dan
Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomar 607),

Peraturan Daoerah Provinsi Kepulavan Riaua Nomor 7 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provins: Kepulauan
Riau Tahun 2016 MNomor 7, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Kepulauan Riau Nomor 41

Peraturan Gubermur Kepulauan Riau Nomor 59 Tahun 2017
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
Serta Tata Kerjma Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi
Kepulauan Riau Tahun 2017 Nomor 437) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1.2
Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan CGubernur
Kepulauan Riau Momor 59 Tahun 2017 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kena
Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2019 Nomor 580];




12, Peraturan Gubemur Kepulauan Riau Nomor 10 Tahun G018
ltentang  Prosedur Pendirian, Penggabungan dan Penutugan
Lembaga Pendidikan (Berita Daerah Provins Kepulauan Riau
Tahun 2018 Nomor 48%),

MEMUTUSHKAN :

Menetapkan

KESATU Pendirian Sekolah Menengah Atas Negeri 25 Batam

KEDUA - Pendirian Sekolah schagaimana  dimaksud  pada  dikium
KESATU dilaksanakan oleh Kepala Dinas Pendidikan Provins
Repulauan Riau sesual  ketentuan peraturan

perundang-
undangan vang berlaku

KETIGA ; Segala biaya yvang timbul dengan ditetapkannyva Keputusan in

dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Provins: kepulauan Riau.

KEEMPAT Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 12 Juli 2019

Plt. GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
-

Salinan : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

I. Menteri Pendidikan dan Kebudavaan Republik Indonesia di
Jakarta;
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta,
Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta:
Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
Walikota Batam di Batam;
ketua DPRD Kota Batam di Batam,
Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang,
Inspektur Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tamjungmnang;
Kepala Bire Hukum Setda Provinsi Kepulauan Riau i
Tanjungpinang.
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